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Objective: This study aims to analyze the function of law as an instrument of social 
control from the perspective of sociology of law through a library research approach. 
The study seeks to explain how legal norms interact with social values, institutions, 
and patterns of community behavior in maintaining social order while responding to 
social changes. In addition, this research identifies the dynamics of legal effectiveness 
in achieving justice and social stability amid the rapid transformation of modern 
society. Methods: This research employed a qualitative approach using library 
research. Data were collected from scientific journal articles, academic books, 
legislation, and previous studies discussing sociology of law, social control, legal 
compliance, and community behavior. Data were analyzed using descriptive 
qualitative analysis through stages of data reduction, categorization, interpretation, 
and synthesis to identify major themes. Results: The findings indicate that law serves 
not only as a coercive mechanism but also as a social institution that embodies 
collective values and regulates interactions among individuals and groups. The 
effectiveness of law depends on public legal awareness, institutional legitimacy, legal 
culture, and consistency of law enforcement. The study further demonstrates that legal 
compliance emerges from a combination of normative acceptance, social legitimacy, 
and public trust rather than sanctions alone.  
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ABSTRAK 

Objektif: Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen kontrol 
sosial dalam perspektif sosiologi hukum melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Kajian 
ini menjelaskan bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai sosial, institusi masyarakat, dan 
perilaku sosial dalam menciptakan ketertiban sekaligus merespons perubahan sosial yang 
berlangsung secara dinamis. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan dan stabilitas sosial. Metode: 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan 
(library research). Data diperoleh melalui penelaahan artikel jurnal ilmiah, buku akademik, 
peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu mengenai sosiologi hukum, 
kontrol sosial, budaya hukum, dan kepatuhan hukum masyarakat. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan 
sintesis tematik. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya 
sebagai alat pemaksa melalui sanksi formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang 
merepresentasikan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat. Efektivitas hukum 
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi lembaga penegak hukum, 
budaya hukum, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap 
hukum lebih banyak terbentuk melalui legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan internalisasi 
nilai hukum dibandingkan semata-mata karena ancaman sanksi.  
Kata kunci: Sosiologi Hukum, Kontrol Sosial, Kesadaran Hukum, Budaya Hukum, 
Penelitian Kepustakaan. 
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PENDAHULUAN 
 Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks membawa konsekuensi 
terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menjaga ketertiban 
sosial sekaligus mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat(Rahman et al., 2025). Globalisasi, digitalisasi, kemajuan teknologi informasi, 
perubahan struktur ekonomi, serta dinamika politik telah mengubah pola hubungan 
antarindividu maupun antarkelompok dalam kehidupan sosial(Hadi, 2022). Perubahan 
tersebut memunculkan berbagai bentuk interaksi baru yang tidak jarang menimbulkan 
konflik kepentingan, pelanggaran norma, serta ketidakpastian hukum. Dalam konteks 
tersebut, hukum memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen yang berfungsi 
mengatur perilaku masyarakat, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, 
sekaligus mempertahankan keteraturan sosial(Putra et al., 2025). 
 Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai 
kumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai 
institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat(Malaka, 2025). Keberadaan 
hukum selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, kondisi ekonomi, struktur politik, serta 
dinamika sosial yang berkembang dalam suatu komunitas(Qomariyah, 2025). Oleh karena 
itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum itu sendiri, 
tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi lembaga 
penegak hukum, budaya hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
hukum(Syamsarina et al., 2022). 
 Konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial telah menjadi salah satu kajian utama 
dalam disiplin sosiologi hukum sejak awal perkembangannya. Para pemikir klasik seperti 
Émile Durkheim menempatkan hukum sebagai refleksi solidaritas sosial yang berkembang 
dalam masyarakat(Murdiana et al., 2021). Menurut Durkheim, perubahan bentuk solidaritas 
masyarakat akan memengaruhi karakter hukum yang diterapkan(Omar, 2026). Pada 
masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum cenderung bersifat represif, sedangkan pada 
masyarakat modern yang memiliki solidaritas organik, hukum berkembang menjadi lebih 
restitutif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pandangan tersebut 
menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang mengikuti perubahan struktur sosial 
masyarakat. 
 Selain Durkheim, Max Weber memandang hukum sebagai bagian dari proses 
rasionalisasi masyarakat modern. Weber menjelaskan bahwa perkembangan birokrasi dan 
negara modern menyebabkan hukum mengalami transformasi menuju sistem yang lebih 
rasional, formal, dan terlembaga(Noorrahman & Aini, 2025). Rasionalitas hukum 
memungkinkan terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan 
maupun aktivitas ekonomi. Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa hukum 
tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi 
yang berkembang dalam masyarakat. 
 Sementara itu, Roscoe Pound memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering 
yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk merekayasa perubahan sosial. Dalam 
pandangan ini, hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga diarahkan untuk 
mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera(Aprita, 2021). 
Pendekatan tersebut semakin memperkuat posisi hukum sebagai instrumen yang aktif 
dalam membentuk perilaku sosial. 
 
 
 Meskipun berbagai teori telah menjelaskan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, 
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berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih menghadapi 
tantangan yang cukup besar(Maulida, 2025). Tingginya angka pelanggaran hukum, 
rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai regulasi, praktik korupsi, 
penyalahgunaan kewenangan, lemahnya budaya hukum, serta rendahnya kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi penegak hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum 
belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal(Mahanani et 
al., 2021). 
 Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran 
hukum yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, penipuan digital, 
pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan(Muntaha et al., 2025). 
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial berlangsung jauh lebih cepat 
dibandingkan proses pembentukan regulasi hukum. Kondisi ini mendorong perlunya kajian 
yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum beradaptasi terhadap perubahan sosial 
yang berlangsung secara dinamis(Madani et al., 2025). 
 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum sebagai instrumen 
kontrol sosial memiliki urgensi yang semakin tinggi dalam menghadapi dinamika 
masyarakat modern. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat akibat digitalisasi, 
globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum yang tidak 
hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga adaptif terhadap berbagai bentuk 
interaksi sosial baru yang terus berkembang. Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas 
persoalan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi, melemahnya 
kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta munculnya berbagai bentuk 
kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa efektivitas hukum sebagai mekanisme 
pengendalian sosial perlu dikaji kembali secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini 
menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana 
hukum menjalankan fungsi kontrol sosial dalam konteks masyarakat kontemporer serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori sosiologi hukum, menjadi referensi 
akademik bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan masukan konseptual bagi pembuat 
kebijakan dan institusi penegak hukum dalam merumuskan strategi penguatan budaya 
hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan optimalisasi fungsi hukum sebagai 
instrumen kontrol sosial yang responsif terhadap perubahan sosial. 
 Berbagai penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada efektivitas penegakan 
hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maupun analisis normatif terhadap 
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang 
mengintegrasikan teori-teori klasik dan kontemporer dalam sosiologi hukum untuk 
menjelaskan secara komprehensif bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol 
sosial dalam masyarakat modern melalui pendekatan penelitian kepustakaan(Rafid et al., 
2025). Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. 
 Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial 
melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kepustakaan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap 
pengembangan ilmu sosiologi hukum sekaligus menghasilkan model konseptual mengenai 
hubungan antara kesadaran hukum, budaya hukum, legitimasi institusi, dan efektivitas 
kontrol sosial dalam masyarakat kontemporer. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 
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kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk 
menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara 
komprehensif konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial berdasarkan berbagai 
perspektif sosiologi hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah(Sapanah, 2024). 
Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai teori, 
hasil penelitian empiris, serta perkembangan konseptual mengenai fungsi hukum dalam 
kehidupan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
hubungan antara hukum, norma sosial, budaya hukum, dan perubahan sosial. 

Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena sosial berdasarkan 
interpretasi terhadap berbagai sumber informasi. Sementara itu, penelitian kepustakaan 
merupakan metode yang menempatkan dokumen ilmiah sebagai sumber data utama untuk 
menjelaskan suatu fenomena secara sistematis melalui proses identifikasi, evaluasi, 
interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan. 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena berupaya 
menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol 
sosial dalam masyarakat berdasarkan teori-teori sosiologi hukum. Pendekatan deskriptif 
digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual yang muncul dalam berbagai 
penelitian sebelumnya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian(Rozi, 2025). 
Sumber Data 
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. 

Data primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional 
terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) 
yang membahas mengenai: 

• Sociology of Law  
• Social Control  
• Legal Culture  
• Legal Compliance  
• Rule of Law  
• Legal Awareness  
• Law Enforcement  
• Social Change  

Artikel yang digunakan diprioritaskan terbit pada periode 2019–2026 agar mampu 
menggambarkan perkembangan penelitian terkini. 
Data sekunder diperoleh dari: 

• buku-buku sosiologi hukum;  
• buku teori hukum;  
• hasil penelitian terdahulu;  
• peraturan perundang-undangan;  
• laporan lembaga hukum;  
• dokumen akademik yang relevan.  

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan beberapa tahapan 
sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi literatur yang relevan berdasarkan kata kunci penelitian.  
2. Menyeleksi artikel sesuai fokus penelitian.  
3. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama.  
4. Membaca secara kritis setiap dokumen.  
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5. Melakukan pencatatan terhadap konsep-konsep penting.  
6. Menyusun matriks sintesis literatur.  

Kriteria inklusi literatur meliputi: 
• membahas hubungan hukum dan masyarakat;  
• menggunakan perspektif sosiologi hukum;  
• dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi;  
• tersedia secara penuh (full text);  
• relevan dengan konsep kontrol sosial.  

Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Tematik (Thematic Analysis) 

sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke dengan tahapan: 
1. Familiarisasi terhadap data.  
2. Open coding.  
3. Pengelompokan kode.  
4. Pembentukan tema.  
5. Peninjauan kembali tema.  
6. Penamaan tema.  
7. Penyusunan narasi hasil penelitian.  

Melalui tahapan tersebut diperoleh beberapa tema utama yang menjelaskan bagaimana 
hukum bekerja sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat modern. 

 
Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
 Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa fungsi 
hukum sebagai instrumen kontrol sosial dapat dipetakan ke dalam lima tema utama. 
Tabel 1. Sintesis Tema Penelitian 
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No Tema Fokus Kajian Temuan Utama 

1 
Hukum sebagai 
Pengendali Sosial 

Norma dan 
ketertiban sosial 

Hukum mengarahkan perilaku masyarakat 
menuju keteraturan sosial. 

2 Kesadaran Hukum Legal awareness 
Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin 
tinggi tingkat kepatuhan masyarakat. 

3 Budaya Hukum Legal culture 
Budaya hukum menentukan efektivitas 
implementasi hukum. 

4 
Legitimasi Penegakan 
Hukum 

Law enforcement 
legitimacy 

Kepercayaan publik meningkatkan kepatuhan 
terhadap hukum. 

5 Perubahan Sosial Social change 
Perubahan masyarakat menuntut adaptasi 
sistem hukum. 

 Kelima tema tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang 
menentukan keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. 
Hukum sebagai Mekanisme Kontrol Sosial 
 Hampir seluruh literatur yang dianalisis menempatkan hukum sebagai instrumen 
utama dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif Durkheim, hukum merupakan 
representasi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat(Zandri & Kustantinah, 
2025). Ketika masyarakat mengalami perubahan struktur sosial, bentuk hukum pun ikut 
mengalami perubahan. 
Literatur menunjukkan bahwa hukum menjalankan tiga fungsi utama sebagai kontrol sosial. 
Pertama, fungsi preventif. 
 Hukum memberikan pedoman mengenai perilaku yang boleh maupun yang dilarang 
sehingga masyarakat dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma sosial. 
Kedua, fungsi represif. 
 Melalui pemberian sanksi, hukum mengendalikan perilaku menyimpang agar tidak 
berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas masyarakat. 
Ketiga, fungsi restoratif. 
 Perkembangan hukum modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman, 
tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial melalui mediasi, restorative justice, 
serta penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Dengan demikian, fungsi hukum telah 
berkembang dari sekadar alat pemaksa menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih 
humanis. 
 
Kesadaran Hukum sebagai Faktor Penentu Kepatuhan 
 Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi 
oleh berat-ringannya sanksi, tetapi terutama oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. 
Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika individu memahami hak dan kewajibannya 
sekaligus memiliki kemauan untuk menaati hukum tanpa adanya tekanan eksternal(Negara 
& Lestari, 2026). Sebagian besar penelitian menemukan bahwa masyarakat yang memiliki 
tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan hukum yang lebih baik 
dibandingkan masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum rendah. 
 Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum perlu 
dilakukan melalui: 

• pendidikan hukum,  
• sosialisasi regulasi,  
• transparansi kebijakan,  
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• pelayanan publik yang berkualitas,  
• peningkatan akses terhadap informasi hukum.  

Dengan demikian, pembangunan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan 
regulasi, tetapi juga harus disertai pembangunan budaya hukum masyarakat. 
 
Budaya Hukum dan Efektivitas Implementasi Hukum 
 Budaya hukum merupakan seperangkat nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap 
masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi 
salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi hukum(Fadli, 2023). 
Pada masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, kepatuhan muncul karena hukum 
dipandang sebagai kebutuhan bersama(Laura et al., 2026). Sebaliknya, pada masyarakat 
dengan budaya hukum rendah, hukum sering dipersepsikan hanya sebagai alat kekuasaan 
sehingga tingkat kepatuhan menjadi rendah. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa 
budaya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

• kualitas pendidikan;  
• tingkat kepercayaan kepada pemerintah;  
• pengalaman masyarakat terhadap pelayanan hukum;  
• integritas aparat penegak hukum;  
• nilai budaya lokal.  

 Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus diikuti reformasi budaya 
hukum agar perubahan regulasi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku masyarakat. 
 
Legitimasi Lembaga Penegak Hukum 
 Tema berikutnya yang muncul adalah legitimasi institusi hukum(Mulyanto, 2024). 
Literatur menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila mereka 
percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional, adil, transparan, dan bebas 
dari korupsi. Sebaliknya, rendahnya legitimasi institusi menyebabkan: 

• meningkatnya pelanggaran hukum,  
• munculnya praktik main hakim sendiri,  
• rendahnya kepercayaan publik,  
• berkembangnya penyelesaian konflik di luar mekanisme hukum formal.  

 Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh 
kualitas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi salah satu prasyarat 
utama dalam meningkatkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial. 
 
Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial 
 Tema terakhir yang ditemukan adalah hubungan antara hukum dan perubahan sosial. 
Perubahan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, media sosial, 
hingga kejahatan siber telah menghasilkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sebelumnya 
belum pernah diatur dalam sistem hukum konvensional. Literatur menunjukkan bahwa 
hukum sering kali berada pada posisi reaktif dibandingkan perkembangan masyarakat. 
Akibatnya muncul berbagai bentuk kekosongan hukum (legal gap). Oleh karena itu, 
diperlukan sistem hukum yang lebih adaptif melalui: 

• pembentukan regulasi yang responsif;  
• evaluasi berkala terhadap kebijakan;  
• harmonisasi hukum nasional dan internasional;  
• pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum.  

 Pendekatan hukum yang adaptif memungkinkan sistem hukum tetap relevan dalam 
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menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. 

 
Gambar 2. Alur hasil Penelitian yang diperoleh 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kontrol sosial 

memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar seperangkat aturan yang mengatur 
perilaku masyarakat melalui mekanisme sanksi. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum 
dipahami sebagai institusi sosial yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat 
sehingga keberadaan dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, 
politik, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum tidak dapat 
dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Temuan penelitian ini 
memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sebagai instrumen kontrol sosial ditentukan oleh 
interaksi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta tingkat 
kesadaran hukum masyarakat. Keempat aspek tersebut saling memengaruhi sehingga 
keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga 
pada penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. 

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial 
yang memiliki fungsi menjaga keteraturan (social order) dan menciptakan stabilitas dalam 
kehidupan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori fungsionalisme Émile Durkheim 
yang menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang berkembang 
dalam suatu masyarakat(Pratiwi et al., 2026). Durkheim menjelaskan bahwa bentuk hukum 
akan berubah mengikuti perkembangan struktur sosial. Pada masyarakat tradisional yang 
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ditandai dengan solidaritas mekanik, hukum lebih bersifat represif karena berfungsi 
mempertahankan keseragaman nilai melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap 
pelanggaran norma. Sebaliknya, pada masyarakat modern yang memiliki solidaritas organik, 
hukum berkembang menjadi lebih restitutif dengan tujuan memulihkan hubungan sosial 
yang terganggu akibat konflik atau pelanggaran(Al-Fatih, 2023). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, 
semakin mengarah pada penerapan prinsip-prinsip restoratif, seperti penyelesaian sengketa 
melalui mediasi, restorative justice, dan mekanisme penyelesaian alternatif lainnya. 
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum modern tidak lagi semata-mata berorientasi 
pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak-hak 
warga negara(Burlian, 2021). 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hukum sebagai instrumen kontrol 
sosial memiliki fungsi preventif, represif, dan restoratif yang saling melengkapi. Fungsi 
preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan pedoman 
mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan 
bermasyarakat. Melalui fungsi ini, hukum berperan mencegah terjadinya penyimpangan 
sosial sebelum pelanggaran benar-benar terjadi(Yusriah et al., 2026). Selanjutnya, fungsi 
represif dijalankan melalui pemberian sanksi terhadap individu atau kelompok yang 
melanggar aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum. Adapun 
fungsi restoratif berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang 
lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Ketiga fungsi 
tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki karakter yang dinamis dan terus berkembang 
mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat(Widiyanti & Salim, 2023). 

Hasil penelitian ini juga mendukung pemikiran Max Weber mengenai rasionalisasi 
hukum dalam masyarakat modern. Weber menjelaskan bahwa perkembangan negara 
modern mendorong terbentuknya sistem hukum yang semakin rasional, formal, dan 
birokratis(Zulfanmusafa & Wedhatami, 2025). Rasionalitas hukum diwujudkan melalui 
penyusunan peraturan yang sistematis, pembentukan lembaga penegak hukum yang 
profesional, serta prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang jelas. 
Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas hukum belum tentu 
menjamin efektivitas implementasinya(Hatima, 2022). Dalam berbagai literatur ditemukan 
bahwa regulasi yang disusun secara baik sering kali tidak mampu mencapai tujuan apabila 
tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat, integritas aparat penegak hukum, dan 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan kata lain, hukum yang 
baik secara normatif belum tentu efektif secara sosiologis apabila masyarakat belum 
menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Temuan penting lainnya adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan 
faktor yang sangat menentukan keberhasilan hukum sebagai instrumen kontrol sosial. 
Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai keberadaan suatu 
peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan hukum, penghargaan 
terhadap nilai keadilan, serta kemauan untuk mematuhi aturan secara sukarela. Berbagai 
penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga kepatuhan 
terhadap hukum lebih banyak muncul karena kesadaran internal daripada ancaman sanksi. 
Sebaliknya, rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat lebih rentan melakukan 
pelanggaran, baik karena ketidaktahuan maupun karena rendahnya penghargaan terhadap 
norma hukum. Oleh sebab itu, pembangunan hukum tidak cukup dilakukan melalui 
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pembentukan regulasi baru, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pendidikan 
hukum, sosialisasi peraturan, serta penyediaan akses informasi hukum yang mudah 
dipahami oleh masyarakat(Arlan & Putra, 2026). 

Selain kesadaran hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum (legal 
culture) merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas kontrol sosial. Budaya 
hukum mengacu pada nilai, sikap, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan 
lembaga penegak hukum(Hasan et al., 2023). Dalam masyarakat yang memiliki budaya 
hukum kuat, kepatuhan terhadap hukum muncul sebagai bagian dari nilai sosial yang telah 
terinternalisasi sehingga masyarakat menaati hukum meskipun tidak selalu diawasi oleh 
aparat. Sebaliknya, pada masyarakat yang budaya hukumnya lemah, kepatuhan lebih 
banyak didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman sehingga ketika pengawasan 
menurun, tingkat pelanggaran cenderung meningkat. Temuan ini memperlihatkan bahwa 
keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh 
kemampuan negara membangun budaya hukum melalui pendidikan, keteladanan 
pemimpin, transparansi pemerintahan, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. 

Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan 
yang memengaruhi efektivitas kontrol sosial. Berbagai literatur menunjukkan bahwa praktik 
korupsi, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam penegakan hukum, serta 
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menjadi faktor yang 
menghambat terciptanya kepatuhan hukum secara sukarela(Sofyan, 2026). Ketika 
masyarakat memandang bahwa hukum diterapkan secara tidak adil atau hanya 
menguntungkan kelompok tertentu, legitimasi hukum akan menurun sehingga kepatuhan 
masyarakat juga ikut menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya 
hukum harus dilakukan bersamaan dengan reformasi kelembagaan agar hukum benar-benar 
dipandang sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan(Rangkuti, 2026). 

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa legitimasi lembaga penegak hukum 
memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas kontrol sosial. Legitimasi 
merupakan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kewenangan institusi hukum dalam 
menjalankan fungsi penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi 
terhadap aparat penegak hukum cenderung mematuhi hukum tanpa perlu menggunakan 
mekanisme pemaksaan yang berlebihan. Sebaliknya, rendahnya legitimasi menyebabkan 
masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mekanisme informal atau bahkan 
melakukan tindakan main hakim sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan hukum, profesionalisme aparat, transparansi proses peradilan, serta integritas 
lembaga penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan hukum 
dalam menciptakan keteraturan sosial. 

Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi teori Roscoe Pound mengenai law as a 
tool of social engineering. Dalam perspektif tersebut, hukum dipandang bukan hanya 
sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk 
mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Berbagai regulasi mengenai 
perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan konsumen, 
serta transformasi digital menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam 
membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional(Ritonga, 
2025). Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan sosial, 
tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendorong transformasi sosial secara 
terencana. 

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu tantangan terbesar bagi efektivitas 
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hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Digitalisasi telah mengubah pola interaksi 
masyarakat melalui media sosial, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, 
kecerdasan buatan, hingga komunikasi lintas negara yang berlangsung secara cepat dan 
tanpa batas geografis(Maghfiroh, 2026). Di sisi lain, perkembangan tersebut melahirkan 
berbagai bentuk pelanggaran hukum baru seperti kejahatan siber, pencurian identitas digital, 
penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, serta penyalahgunaan data pribadi. 
Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali berada dalam posisi 
tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi sehingga muncul berbagai kekosongan 
hukum (legal gap). Kondisi ini menuntut pembentukan regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, 
dan berbasis risiko agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang berlangsung 
sangat cepat. 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas hukum pada era digital juga 
dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi dalam pelayanan 
hukum. Digitalisasi administrasi peradilan, layanan hukum berbasis elektronik, keterbukaan 
informasi publik, serta penggunaan sistem informasi hukum nasional menjadi langkah 
penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Pemanfaatan teknologi 
tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, tetapi juga memperkuat transparansi, 
akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, reformasi 
hukum pada masa depan tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital dalam sistem 
peradilan dan administrasi pemerintahan(Syakir et al., 2026). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum sebagai 
instrumen kontrol sosial merupakan suatu sistem yang kompleks dan multidimensional. 
Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari banyaknya peraturan yang dibentuk ataupun 
beratnya sanksi yang diterapkan, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan hukum dalam 
membangun legitimasi sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat 
budaya hukum, serta beradaptasi terhadap perubahan sosial yang berlangsung secara 
dinamis. Dengan demikian, pembangunan hukum harus dilakukan secara holistik melalui 
pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia penegak hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta pemanfaatan teknologi 
digital dalam penyelenggaraan sistem hukum. Pendekatan yang komprehensif tersebut 
diharapkan mampu menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi 
juga sebagai instrumen pembangunan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan 
berkelanjutan. 
 
KESIMPULAN 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum merupakan instrumen kontrol sosial 
yang memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan, menciptakan kepastian hukum, 
serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perspektif 
sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat 
memaksa, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkembang seiring dengan dinamika 
masyarakat. Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa efektivitas hukum sebagai 
mekanisme kontrol sosial dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi hukum, struktur 
kelembagaan, budaya hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, 
keberhasilan penegakan hukum tidak cukup bergantung pada keberadaan peraturan dan 
sanksi, melainkan juga pada sejauh mana masyarakat menginternalisasi nilai-nilai hukum 
sebagai pedoman dalam berperilaku. 
 Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran hukum, budaya hukum, dan 
legitimasi lembaga penegak hukum merupakan faktor utama yang menentukan tingkat 
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan yang lahir dari pemahaman, 
kepercayaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai hukum terbukti lebih efektif dibandingkan 
kepatuhan yang semata-mata didorong oleh ancaman sanksi. Selain itu, perkembangan 
masyarakat yang semakin kompleks akibat globalisasi dan transformasi digital menuntut 
sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu mengantisipasi berbagai bentuk 
perubahan sosial. Dengan demikian, hukum harus terus diperbarui agar tetap relevan dalam 
menghadapi tantangan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi informasi, 
kejahatan siber, serta perubahan pola interaksi sosial yang semakin dinamis. 
 Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi hukum sebagai 
instrumen kontrol sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi 
substansi hukum, peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, 
pembangunan budaya hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Sinergi antara 
pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi 
prasyarat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan 
dipercaya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan kajian sosiologi hukum sekaligus menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya untuk mengkaji efektivitas hukum sebagai instrumen kontrol sosial dengan 
pendekatan empiris, komparatif, atau mixed methods pada berbagai konteks sosial yang 
berbeda. 
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